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Kata Pengantar 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Inovasi 

Administrasi dan Kebijakan Publik ini dapat disusun 

sebagai salah satu bahan ajar pada Laboratorium 

Governance and Public Policy Program Studi Ilmu 

Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka Palembang. 

Perkembangan tata kelola pemerintahan pada era 

digital menuntut organisasi sektor publik untuk mampu 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis 

yang berlangsung sangat cepat. Pemerintah tidak lagi 

hanya dituntut menjalankan fungsi administratif secara 

rutin, tetapi juga harus mampu menghasilkan berbagai 

inovasi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, inovasi administrasi dan kebijakan publik 

menjadi salah satu kompetensi penting yang harus 

dimiliki oleh mahasiswa Ilmu Administrasi Publik sebagai 

calon aparatur maupun analis kebijakan di masa depan. 

Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman 

konseptual sekaligus praktis mengenai inovasi 

administrasi publik, proses formulasi kebijakan publik, 

implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, transformasi 

digital pemerintahan, kolaborasi antaraktor, serta 

berbagai praktik terbaik inovasi pelayanan publik di 



iii 
 

Indonesia maupun di berbagai negara. Materi disusun 

secara sistematis agar mahasiswa mampu memahami 

hubungan antara teori administrasi publik dengan praktik 

penyelenggaraan pemerintahan modern. 

Selain memberikan landasan teoritis, modul ini 

juga diarahkan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan 

Laboratorium Governance and Public Policy sehingga 

mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang 

aplikatif melalui studi kasus, simulasi penyusunan 

kebijakan, analisis inovasi pelayanan publik, serta 

evaluasi implementasi kebijakan pemerintah. 

Penulis menyadari bahwa modul ini masih 

memiliki berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan 

saran yang konstruktif sangat diharapkan demi 

penyempurnaan modul ini pada masa mendatang. Semoga 

modul ini dapat memberikan manfaat bagi dosen, 

mahasiswa, peneliti, praktisi pemerintahan, maupun 

seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap 

pengembangan administrasi publik dan tata kelola 

pemerintahan yang inovatif. 

 

Palembang, Maret 2025 
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Bab I Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang 

mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan 

dalam rangka mencapai tujuan negara melalui 

pengelolaan organisasi publik secara efektif, efisien, 

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Seiring berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan publik, administrasi publik tidak lagi 

dipahami hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi juga 

sebagai instrumen strategis dalam menciptakan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Kondisi tersebut menempatkan inovasi sebagai salah satu 

faktor utama dalam meningkatkan kapasitas organisasi 

sektor publik. 

Perubahan lingkungan global yang ditandai oleh 

kemajuan teknologi informasi, digitalisasi layanan 

pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta 

meningkatnya partisipasi masyarakat telah mengubah 

paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi 

publik dituntut untuk mampu merespons perubahan 

tersebut melalui pembaruan sistem administrasi, 

penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas 

pelayanan publik, serta pengembangan kebijakan yang 
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adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, dan 

lingkungan. 

Di Indonesia, reformasi birokrasi menjadi agenda 

nasional yang terus dikembangkan sebagai upaya 

mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, 

transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. 

Berbagai kebijakan nasional mendorong instansi 

pemerintah untuk mengembangkan inovasi pelayanan 

publik, memperkuat sistem pemerintahan berbasis 

elektronik, serta meningkatkan efektivitas tata kelola 

pemerintahan melalui kolaborasi lintas sektor. 

Inovasi administrasi publik tidak selalu berarti 

penggunaan teknologi canggih. Inovasi juga dapat berupa 

perubahan prosedur kerja, penyederhanaan pelayanan, 

pembentukan model kolaborasi baru, peningkatan 

kompetensi aparatur, maupun penerapan pendekatan 

partisipatif dalam penyusunan kebijakan publik. Dengan 

demikian, inovasi merupakan proses perubahan yang 

menghasilkan nilai tambah bagi organisasi maupun 

masyarakat. 

Kebijakan publik menjadi instrumen utama 

pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan 

publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan 

hidup, transportasi, ekonomi daerah, hingga pelayanan 
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administrasi kependudukan, seluruhnya memerlukan 

kebijakan yang dirancang berdasarkan data, kebutuhan 

masyarakat, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang 

baik. Oleh karena itu, inovasi dalam kebijakan publik 

menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari proses 

pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. 

Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik perlu 

memahami bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak 

hanya ditentukan oleh kualitas formulasi kebijakan, tetapi 

juga dipengaruhi oleh implementasi, koordinasi 

antarinstansi, kepemimpinan, dukungan sumber daya, 

partisipasi masyarakat, serta mekanisme evaluasi yang 

berkelanjutan. Pendekatan multidisipliner menjadi 

penting dalam menganalisis keberhasilan maupun 

kegagalan suatu kebijakan publik. 

Laboratorium Governance and Public Policy 

STISIPOL Candradimuka hadir sebagai sarana akademik 

yang mengintegrasikan teori dengan praktik melalui 

kegiatan penelitian, simulasi kebijakan, analisis tata kelola 

pemerintahan, diskusi akademik, serta pengembangan 

inovasi administrasi publik. Laboratorium ini diharapkan 

menjadi pusat pembelajaran yang mampu menghasilkan 

gagasan-gagasan inovatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 
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Modul ini dikembangkan untuk mendukung proses 

pembelajaran berbasis kompetensi yang tidak hanya 

menekankan aspek kognitif, tetapi juga keterampilan 

analitis, kemampuan berpikir kritis, penyelesaian 

masalah, komunikasi akademik, dan kemampuan 

merancang inovasi kebijakan publik sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

Melalui pembelajaran pada modul ini, mahasiswa 

diharapkan mampu memahami berbagai teori 

administrasi publik, konsep inovasi sektor publik, 

pendekatan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan 

modern, serta penerapan inovasi dalam organisasi 

pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Pemahaman tersebut akan menjadi bekal penting dalam 

menghadapi tantangan birokrasi pada era transformasi 

digital. 

Pada akhirnya, inovasi administrasi dan kebijakan 

publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan 

pemerintahan yang adaptif, efektif, transparan, akuntabel, 

serta mampu memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, 

penguasaan materi ini menjadi salah satu kompetensi 

strategis bagi mahasiswa Program Studi Ilmu 

Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka Palembang. 
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1.2 Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul Inovasi Administrasi dan 

Kebijakan Publik pada Laboratorium Governance and 

Public Policy STISIPOL Candradimuka Palembang, 

mahasiswa diharapkan mampu mencapai capaian 

pembelajaran sebagai berikut: 

A. Tujuan Umum 

Mahasiswa mampu memahami konsep, teori, 

prinsip, serta praktik inovasi administrasi dan kebijakan 

publik secara komprehensif sehingga memiliki 

kemampuan dalam menganalisis, merancang, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi inovasi 

kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan 

kualitas tata kelola pemerintahan (good governance) dan 

pelayanan publik. 

B. Tujuan Khusus 

Setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran, 

mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan konsep dasar administrasi publik 

beserta perkembangan paradigma administrasi 

publik modern. 

2. Mendeskripsikan konsep inovasi dalam sektor publik 

sebagai bagian dari reformasi birokrasi. 
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3. Memahami prinsip-prinsip good governance sebagai 

landasan penyelenggaraan pemerintahan yang 

efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif, dan 

akuntabel. 

4. Menjelaskan konsep, proses, dan tahapan kebijakan 

publik mulai dari identifikasi masalah, formulasi, 

implementasi, hingga evaluasi kebijakan. 

5. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan maupun kegagalan implementasi 

kebijakan publik. 

6. Mengidentifikasi berbagai bentuk inovasi 

administrasi publik yang telah diterapkan pada 

instansi pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

7. Menjelaskan pentingnya transformasi digital dalam 

meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan. 

8. Menganalisis hubungan antara kepemimpinan publik, 

budaya organisasi, dan inovasi birokrasi. 

9. Mengkaji praktik kolaborasi pemerintah, sektor 

swasta, akademisi, media, dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

10. Menyusun alternatif rekomendasi kebijakan 

berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan 

publik. 
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11. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam 

mengevaluasi berbagai kebijakan pemerintah. 

12. Mengembangkan keterampilan komunikasi akademik 

melalui diskusi, presentasi, studi kasus, dan simulasi 

kebijakan publik. 

13. Menghasilkan gagasan inovatif yang dapat diterapkan 

dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 

14. Mengintegrasikan teori administrasi publik dengan 

praktik laboratorium melalui kegiatan observasi, 

penelitian, dan analisis kebijakan. 

15. Menumbuhkan sikap profesional, etis, serta 

berintegritas sebagai calon administrator publik dan 

analis kebijakan. 

Dengan tercapainya tujuan pembelajaran tersebut, 

mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori 

administrasi publik secara konseptual, tetapi juga mampu 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam 

menganalisis berbagai persoalan pemerintahan serta 

merumuskan solusi inovatif yang sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika tata 

kelola pemerintahan. 
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1.3 Ruang Lingkup Materi 

Modul ini disusun sebagai pedoman pembelajaran 

pada Laboratorium Governance and Public Policy 

STISIPOL Candradimuka Palembang dengan cakupan 

materi yang mengintegrasikan aspek konseptual, teoritis, 

dan praktis mengenai inovasi administrasi serta kebijakan 

publik. Ruang lingkup pembahasan dirancang secara 

sistematis agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan 

modern yang adaptif terhadap perubahan lingkungan 

strategis. 

Secara umum, ruang lingkup materi dalam modul 

ini meliputi konsep dasar administrasi publik sebagai 

fondasi dalam memahami organisasi sektor publik beserta 

perkembangan paradigma administrasi publik dari model 

birokrasi klasik hingga pendekatan New Public 

Management, New Public Service, dan Digital Governance. 

Pembahasan ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk 

memahami perubahan orientasi pelayanan publik pada 

era kontemporer. 

Selanjutnya, modul membahas konsep inovasi 

administrasi publik yang mencakup definisi inovasi, 

karakteristik inovasi sektor publik, faktor-faktor 

pendorong inovasi, hambatan inovasi birokrasi, serta 
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strategi pengembangan budaya inovasi dalam organisasi 

pemerintah. Mahasiswa akan memahami bahwa inovasi 

tidak hanya berupa pemanfaatan teknologi, tetapi juga 

perubahan sistem kerja, tata kelola organisasi, prosedur 

pelayanan, maupun model kolaborasi antaraktor. 

Materi berikutnya membahas kebijakan publik 

secara komprehensif mulai dari identifikasi masalah 

publik, penyusunan agenda kebijakan, formulasi 

kebijakan, proses pengambilan keputusan, implementasi 

kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Mahasiswa akan 

mempelajari berbagai pendekatan analisis kebijakan yang 

dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan 

pemerintahan. 

Pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan 

(governance) menjadi bagian penting dalam modul ini. 

Materi mencakup prinsip-prinsip good governance, 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, 

supremasi hukum, efektivitas pemerintahan, 

responsivitas, serta kolaborasi lintas sektor dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Modul juga mengkaji reformasi birokrasi di 

Indonesia sebagai bagian dari transformasi administrasi 

publik. Pembahasan meliputi penyederhanaan birokrasi, 

penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya 
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aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, 

penguatan integritas aparatur sipil negara, serta 

pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada 

kinerja. 

Selanjutnya dibahas transformasi digital 

pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE), pelayanan publik digital, 

pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, inovasi 

berbasis teknologi informasi, serta tantangan keamanan 

data dan perlindungan informasi publik. 

Ruang lingkup materi juga mencakup 

kepemimpinan publik, manajemen perubahan organisasi, 

pengembangan kapasitas kelembagaan, kolaborasi 

multipihak (collaborative governance), serta strategi 

membangun ekosistem inovasi dalam organisasi 

pemerintah agar mampu menghadapi perubahan 

lingkungan yang semakin kompleks. 

Sebagai bagian dari pembelajaran laboratorium, 

mahasiswa akan melakukan berbagai aktivitas akademik 

berupa studi kasus kebijakan publik, analisis inovasi 

pelayanan publik, simulasi penyusunan kebijakan, diskusi 

kelompok, observasi lapangan, penyusunan policy brief, 

presentasi hasil analisis, hingga evaluasi terhadap 
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implementasi kebijakan pemerintah di tingkat nasional 

maupun daerah. 

Dengan ruang lingkup materi tersebut, modul ini 

diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar 

yang seimbang antara penguasaan teori, kemampuan 

analitis, keterampilan praktis, serta pengembangan sikap 

profesional sehingga mahasiswa memiliki kompetensi 

dalam menghasilkan inovasi administrasi dan kebijakan 

publik yang mendukung terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang efektif, demokratis, adaptif, dan 

berorientasi pada kepentingan masyarakat. 
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Bab II Pembahasan 
2.1 Konsep Dasar Inovasi Administrasi Publik 

Administrasi publik merupakan suatu disiplin ilmu 

yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola 

sumber daya, merumuskan kebijakan, memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, serta mencapai tujuan 

pembangunan nasional melalui organisasi publik. Dalam 

perkembangannya, administrasi publik tidak lagi 

dipandang sebagai aktivitas administratif yang bersifat 

rutin, tetapi telah berkembang menjadi suatu sistem tata 

kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, dan 

berorientasi pada penciptaan nilai publik (public value). 

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan, kemajuan teknologi, globalisasi, serta 

meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan publik. 

Perubahan lingkungan strategis mengharuskan 

organisasi pemerintah mampu beradaptasi dengan cepat 

terhadap berbagai tantangan yang muncul. Kompleksitas 

persoalan publik seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, 

perubahan iklim, transformasi digital, urbanisasi, serta 

meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan 

publik menuntut pemerintah untuk tidak hanya bekerja 

secara administratif, tetapi juga mampu menghasilkan 
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berbagai inovasi yang mampu memberikan solusi 

terhadap permasalahan tersebut. 

Secara sederhana, inovasi dapat diartikan sebagai 

suatu pembaruan yang menghasilkan nilai tambah 

dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dalam konteks 

administrasi publik, inovasi merupakan upaya 

pemerintah untuk menciptakan cara-cara baru dalam 

menyelenggarakan pemerintahan sehingga mampu 

meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi penggunaan 

sumber daya, kualitas pelayanan publik, serta kepuasan 

masyarakat. Oleh karena itu, inovasi bukan sekadar 

menciptakan sesuatu yang baru, melainkan menghasilkan 

perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat. 

Inovasi administrasi publik memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan inovasi pada sektor swasta. 

Organisasi bisnis umumnya berorientasi pada 

peningkatan keuntungan (profit), sedangkan organisasi 

publik berorientasi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, pemerataan pelayanan, keadilan sosial, dan 

penciptaan nilai publik. Dengan demikian, keberhasilan 

inovasi sektor publik diukur berdasarkan peningkatan 

kualitas pelayanan, efektivitas kebijakan, kepuasan 
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masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Perkembangan konsep inovasi administrasi publik 

tidak dapat dipisahkan dari perubahan paradigma 

administrasi publik modern. Paradigma birokrasi klasik 

yang menekankan prosedur dan hierarki secara perlahan 

bergeser menuju paradigma pemerintahan yang lebih 

fleksibel, kolaboratif, partisipatif, dan berbasis hasil 

(result-oriented government). Pergeseran paradigma ini 

mendorong organisasi pemerintah untuk terus 

melakukan pembaruan dalam sistem kerja, pengambilan 

keputusan, pengelolaan sumber daya manusia, serta 

mekanisme pelayanan kepada masyarakat. 

Inovasi administrasi publik dapat diwujudkan 

dalam berbagai bentuk. Pertama, inovasi produk atau 

layanan, yaitu pengembangan jenis pelayanan baru yang 

lebih mudah diakses masyarakat. Kedua, inovasi proses, 

yaitu penyederhanaan prosedur pelayanan sehingga lebih 

cepat, efisien, dan transparan. Ketiga, inovasi organisasi, 

yaitu perubahan struktur organisasi atau pola koordinasi 

antarunit kerja agar lebih efektif. Keempat, inovasi 

kebijakan, yaitu penyusunan regulasi baru yang lebih 

adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. 



15 
 

Dalam praktik pemerintahan modern, inovasi tidak 

hanya dihasilkan oleh pimpinan organisasi, tetapi juga 

dapat muncul dari aparatur pemerintah di berbagai 

tingkatan melalui budaya organisasi yang mendukung 

kreativitas, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan 

(continuous improvement). Oleh karena itu, organisasi 

publik perlu membangun lingkungan kerja yang terbuka 

terhadap gagasan baru, menghargai kreativitas pegawai, 

serta memberikan ruang bagi eksperimen yang terukur 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Kemajuan teknologi informasi telah menjadi salah 

satu faktor utama yang mendorong lahirnya berbagai 

inovasi administrasi publik. Pemanfaatan teknologi digital 

memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan 

secara daring, mengintegrasikan data antarinstansi, 

meningkatkan transparansi anggaran, mempercepat 

proses perizinan, serta memperluas akses masyarakat 

terhadap berbagai layanan pemerintahan. Digitalisasi juga 

menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi 

birokrasi dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Meskipun demikian, inovasi administrasi publik 

juga menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut 

antara lain budaya birokrasi yang masih bersifat hierarkis, 
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resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya 

manusia, minimnya dukungan anggaran, lemahnya 

koordinasi antarlembaga, serta belum meratanya 

pemanfaatan teknologi informasi di berbagai daerah. Oleh 

karena itu, keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh 

kepemimpinan yang visioner, komitmen organisasi, 

kapasitas aparatur, serta dukungan regulasi yang 

memadai. 

Dengan demikian, inovasi administrasi publik 

merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari 

dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. 

Pemerintah dituntut untuk terus melakukan pembaruan 

agar mampu menjawab dinamika lingkungan strategis 

dan memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan 

publik yang berkualitas. Melalui inovasi yang 

berkelanjutan, organisasi publik diharapkan mampu 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, 

efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada 

kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama 

penyelenggaraan administrasi publik. 
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2.2 Paradigma Administrasi Publik dalam 

Pengembangan Inovasi 

Perkembangan administrasi publik menunjukkan 

adanya perubahan paradigma yang berlangsung secara 

bertahap sesuai dengan dinamika masyarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. Pada awalnya, 

administrasi publik didominasi oleh paradigma 

administrasi klasik yang menitikberatkan pada efisiensi 

organisasi, pembagian kerja, hierarki birokrasi, serta 

kepatuhan terhadap aturan. Paradigma ini memberikan 

kontribusi penting dalam membangun organisasi 

pemerintahan yang tertib, namun dinilai kurang responsif 

terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. 

Seiring berkembangnya tuntutan demokrasi dan 

pelayanan publik, muncul paradigma New Public 

Management (NPM) yang menekankan efisiensi, 

efektivitas, pengukuran kinerja, orientasi hasil, serta 

penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta 

dalam organisasi pemerintah. Paradigma ini mendorong 

pemerintah untuk meningkatkan produktivitas melalui 

inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, dan 

penguatan budaya kinerja. 

Selanjutnya berkembang paradigma New Public 

Service (NPS) yang menempatkan masyarakat bukan 
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sebagai pelanggan semata, tetapi sebagai warga negara 

yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses 

pemerintahan. Dalam paradigma ini, pemerintah 

berfungsi sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi, 

dialog, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan 

maupun pelaksanaan kebijakan publik. 

Perkembangan terbaru ditandai dengan hadirnya 

paradigma Digital Governance yang memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai instrumen utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma ini 

mendorong integrasi data, pelayanan publik berbasis 

digital, pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-

based policy), serta kolaborasi yang lebih efektif 

antarinstansi pemerintah dan pemangku kepentingan. 

Perubahan paradigma administrasi publik tersebut 

menunjukkan bahwa inovasi bukan lagi merupakan 

pilihan, melainkan menjadi kebutuhan strategis dalam 

mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, 

responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik 

yang berkualitas sesuai dengan perkembangan zaman. 

 

2.3 Inovasi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan serangkaian 

keputusan, tindakan, atau program yang dirumuskan oleh 
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pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan 

yang dihadapi masyarakat. Dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik menjadi 

instrumen utama untuk mencapai tujuan pembangunan 

nasional maupun daerah. Oleh karena itu, kualitas 

kebijakan publik sangat menentukan tingkat keberhasilan 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Inovasi kebijakan publik merupakan proses 

pembaruan dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun 

evaluasi kebijakan agar lebih adaptif terhadap perubahan 

lingkungan strategis. Inovasi tersebut dapat berupa 

penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, 

pendekatan kolaboratif dalam penyusunan kebijakan, 

penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan, 

maupun penerapan metode evaluasi yang lebih 

komprehensif. 

Proses inovasi kebijakan tidak hanya berfokus 

pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses 

penyusunan kebijakan yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan (stakeholders). Keterlibatan 

masyarakat, akademisi, sektor swasta, organisasi 

masyarakat sipil, dan media menjadi bagian penting 

dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, 
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implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan publik. 

Pendekatan ini dikenal sebagai participatory policy 

making yang semakin berkembang dalam tata kelola 

pemerintahan modern. 

Pemerintah daerah di Indonesia telah 

menunjukkan berbagai bentuk inovasi kebijakan, seperti 

digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan, sistem 

perizinan berbasis elektronik, layanan kesehatan terpadu, 

pengelolaan pengaduan masyarakat secara daring, serta 

inovasi pelayanan berbasis aplikasi. Berbagai praktik 

tersebut menunjukkan bahwa inovasi kebijakan mampu 

meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 

 

2.4 Good Governance sebagai Landasan Inovasi 

Administrasi Publik 

Konsep good governance berkembang sebagai 

respons terhadap tuntutan masyarakat akan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, 

demokratis, dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan 

yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta, 
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masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, dan berbagai 

organisasi sosial dalam proses pembangunan. 

Prinsip pertama good governance adalah 

partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu membuka ruang 

bagi warga negara untuk terlibat dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. 

Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan 

legitimasi kebijakan, tetapi juga menghasilkan keputusan 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Prinsip berikutnya adalah transparansi. 

Pemerintah wajib menyediakan informasi publik yang 

mudah diakses, akurat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi 

memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi 

pemerintah. 

Selain transparansi, akuntabilitas menjadi unsur 

penting dalam good governance. Setiap kebijakan, 

penggunaan anggaran, maupun program pembangunan 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Akuntabilitas mendorong aparatur pemerintah bekerja 

secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada 

hasil. 
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Prinsip efektivitas dan efisiensi juga menjadi 

indikator penting dalam tata kelola pemerintahan. 

Pemerintah harus mampu mencapai tujuan pembangunan 

melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal 

sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara cepat, 

tepat, murah, dan berkualitas. 

 

2.5 Collaborative Governance 

Kompleksitas persoalan publik pada era modern 

tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Berbagai 

isu seperti kemiskinan, perubahan iklim, pengangguran, 

pendidikan, kesehatan, dan transformasi digital 

memerlukan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, 

berkembang konsep collaborative governance sebagai 

pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Collaborative governance merupakan proses kerja 

sama antara pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, 

organisasi masyarakat sipil, komunitas, media, dan 

masyarakat dalam menyelesaikan persoalan publik. 

Pendekatan ini menempatkan seluruh aktor sebagai mitra 

yang memiliki tanggung jawab bersama dalam 

menghasilkan kebijakan maupun pelayanan publik. 

Keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh 

kepercayaan antarpihak, komunikasi yang efektif, 
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kepemimpinan kolaboratif, serta adanya tujuan bersama 

yang ingin dicapai. Pemerintah berperan sebagai 

fasilitator yang mampu mengoordinasikan berbagai 

kepentingan sehingga tercipta sinergi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam Laboratorium Governance and Public Policy, 

mahasiswa perlu memahami bahwa analisis kebijakan 

tidak lagi dilakukan hanya dari perspektif pemerintah, 

tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat, 

dunia usaha, akademisi, serta kelompok-kelompok 

strategis lainnya. Pendekatan kolaboratif menjadi salah 

satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh calon 

administrator publik. 

 

2.6 Transformasi Digital dalam Administrasi Publik 

Transformasi digital merupakan proses perubahan 

organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi 

untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, 

dan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi pemerintahan 

telah menjadi agenda strategis di berbagai negara sebagai 

upaya meningkatkan daya saing birokrasi dan 

mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

Penerapan teknologi digital menghasilkan 

berbagai inovasi seperti pelayanan administrasi secara 
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daring, sistem pemerintahan berbasis elektronik, tanda 

tangan digital, arsip elektronik, pelayanan terpadu satu 

pintu, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam 

analisis data pemerintahan. Berbagai inovasi tersebut 

mempercepat proses pelayanan sekaligus mengurangi 

biaya administrasi. 

Namun demikian, transformasi digital juga 

menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesenjangan 

infrastruktur teknologi, keterbatasan kompetensi 

aparatur, keamanan siber, perlindungan data pribadi, 

serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. 

Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital 

memerlukan komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang 

memadai. 

Digitalisasi pemerintahan bukan hanya mengenai 

penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir 

aparatur dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Pemerintah dituntut untuk membangun 

budaya kerja yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga 

teknologi benar-benar menjadi instrumen peningkatan 

kualitas tata kelola pemerintahan. 
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2.7 Studi Kasus Inovasi Pelayanan Publik 

Berbagai pemerintah daerah di Indonesia telah 

berhasil mengembangkan inovasi pelayanan publik yang 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan masyarakat. Inovasi tersebut lahir dari 

kebutuhan untuk menyederhanakan prosedur birokrasi, 

mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, 

serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan 

pemerintah. 

Salah satu bentuk inovasi yang berkembang adalah 

pelayanan administrasi berbasis digital melalui aplikasi 

terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses 

berbagai layanan pemerintah tanpa harus datang 

langsung ke kantor pelayanan. Inovasi ini mampu 

mengurangi waktu pelayanan, menekan biaya 

administrasi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. 

Contoh lainnya adalah pengembangan Mal 

Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai jenis 

layanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

lembaga lainnya dalam satu lokasi pelayanan. Model 

pelayanan terpadu tersebut memberikan kemudahan bagi 

masyarakat sekaligus meningkatkan koordinasi 

antarinstansi pemerintah. 
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Studi kasus inovasi pelayanan publik menunjukkan 

bahwa keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh 

kepemimpinan yang visioner, budaya organisasi yang 

mendukung perubahan, kompetensi aparatur, 

penggunaan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, 

serta sistem evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 

inovasi harus dipandang sebagai proses pembelajaran 

organisasi yang terus berkembang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan tantangan penyelenggaraan 

pemerintahan modern. 

 

2.8 Tantangan dan Strategi Pengembangan Inovasi 

Administrasi Publik 

Perkembangan lingkungan strategis yang semakin 

dinamis menuntut organisasi publik untuk terus 

melakukan inovasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Meskipun berbagai inovasi telah berhasil 

diterapkan di tingkat pusat maupun daerah, 

implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. 

Tantangan tersebut antara lain masih kuatnya budaya 

birokrasi yang cenderung mempertahankan cara kerja 

konvensional, keterbatasan kapasitas sumber daya 

manusia, belum meratanya infrastruktur digital, serta 
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adanya resistensi terhadap perubahan dalam organisasi 

pemerintahan. 

Selain faktor internal organisasi, tantangan inovasi 

juga dipengaruhi oleh aspek eksternal seperti perubahan 

regulasi, perkembangan teknologi yang sangat cepat, 

meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan publik, serta kompleksitas persoalan 

pembangunan yang memerlukan pendekatan lintas 

sektor. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah 

memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi agar setiap 

kebijakan dan pelayanan publik tetap relevan dengan 

kebutuhan masyarakat. 

Strategi utama dalam mengembangkan inovasi 

administrasi publik adalah membangun budaya 

organisasi yang mendukung kreativitas, pembelajaran 

berkelanjutan, dan kolaborasi. Pimpinan organisasi 

memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan 

kerja yang terbuka terhadap gagasan baru, memberikan 

ruang bagi aparatur untuk berinovasi, serta 

mengembangkan sistem penghargaan bagi inovasi yang 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

kinerja organisasi. 

Penguatan kompetensi aparatur sipil negara juga 

menjadi faktor penting dalam keberhasilan inovasi 
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administrasi publik. Aparatur perlu dibekali dengan 

kemampuan berpikir kritis, analisis kebijakan, 

pemanfaatan teknologi informasi, manajemen perubahan, 

komunikasi publik, serta kepemimpinan kolaboratif. 

Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan 

melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, 

sertifikasi profesi, serta kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Pemanfaatan teknologi digital harus diimbangi 

dengan penguatan tata kelola data, keamanan informasi, 

serta perlindungan data pribadi. Pemerintah perlu 

membangun sistem informasi yang terintegrasi sehingga 

proses pengambilan keputusan dapat dilakukan 

berdasarkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pendekatan evidence-based 

policy menjadi salah satu strategi penting dalam 

menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan tepat 

sasaran. 

Keberhasilan inovasi administrasi publik juga 

memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, 

perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, komunitas, 

dan masyarakat. Laboratorium Governance and Public 

Policy STISIPOL Candradimuka diharapkan menjadi 

wadah akademik yang mampu menjembatani kolaborasi 
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tersebut melalui kegiatan penelitian, diskusi ilmiah, 

analisis kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, 

serta pengembangan model-model inovasi administrasi 

publik yang dapat diterapkan pada pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat. 

Dengan demikian, inovasi administrasi dan 

kebijakan publik merupakan proses yang berkelanjutan 

(continuous improvement), bukan kegiatan yang bersifat 

sesaat. Organisasi publik harus senantiasa melakukan 

evaluasi, pembelajaran, dan penyempurnaan terhadap 

setiap kebijakan maupun pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Melalui inovasi yang 

berkesinambungan, tata kelola pemerintahan akan 

semakin profesional, transparan, akuntabel, adaptif, serta 

mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas 

sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 
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Bab III Penutup 

3.1 Kesimpulan 

Inovasi administrasi dan kebijakan publik 

merupakan elemen strategis dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, 

akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Perubahan lingkungan global, perkembangan teknologi 

informasi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik mengharuskan 

organisasi sektor publik untuk terus melakukan 

pembaruan dalam sistem administrasi, tata kelola 

organisasi, maupun proses perumusan dan implementasi 

kebijakan publik. 

Administrasi publik modern tidak lagi hanya 

berorientasi pada pelaksanaan fungsi administratif, tetapi 

juga diarahkan pada penciptaan nilai publik (public value) 

melalui inovasi yang berkelanjutan. Inovasi tersebut dapat 

diwujudkan dalam bentuk penyederhanaan prosedur 

pelayanan, digitalisasi pemerintahan, pengembangan 

kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), 

penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta 

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Keberhasilan 
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inovasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang 

visioner, budaya organisasi yang adaptif, kompetensi 

sumber daya manusia, dukungan regulasi, dan partisipasi 

aktif masyarakat. 

Melalui Laboratorium Governance and Public 

Policy, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi 

Publik STISIPOL Candradimuka Palembang diharapkan 

mampu mengintegrasikan teori dengan praktik melalui 

kegiatan analisis kebijakan, penelitian, studi kasus, 

simulasi penyusunan kebijakan, dan pengembangan 

inovasi pelayanan publik. Dengan demikian, lulusan tidak 

hanya memiliki penguasaan konsep administrasi publik, 

tetapi juga kompetensi profesional dalam merancang 

solusi inovatif terhadap berbagai persoalan pemerintahan 

dan pembangunan. 

3.2 Saran 

Pengembangan inovasi administrasi dan kebijakan 

publik memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh 

pemangku kepentingan, baik pemerintah, perguruan 

tinggi, sektor swasta, maupun masyarakat. Oleh karena 

itu, proses pembelajaran di Laboratorium Governance and 

Public Policy hendaknya terus dikembangkan melalui 
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pendekatan yang berbasis penelitian, studi lapangan, 

penggunaan teknologi digital, analisis data, serta 

kolaborasi dengan berbagai institusi pemerintahan dan 

organisasi masyarakat. 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif 

dalam mengidentifikasi permasalahan publik serta 

menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan 

kebutuhan masyarakat. Selain itu, dosen dan pengelola 

laboratorium perlu terus memperbarui materi 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

administrasi publik, dinamika kebijakan nasional, serta 

praktik terbaik inovasi pemerintahan di tingkat nasional 

maupun internasional. 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
Daftar Pustaka 

Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi 

Revisi). Bandung: Alfabeta. 

Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka 

Setia. 

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). The New Public 

Service: Serving, Not Steering (4th ed.). New York: 

Routledge. 

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated 

Approach (6th ed.). New York: Routledge. 

Dwiyanto, A. (2018). Mewujudkan Good Governance 

Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. 

Yogyakarta: Gava Media. 

LAN RI. (2021). Inovasi Pelayanan Publik. Jakarta: 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan 

Publik. Bandung: Alfabeta. 

OECD. (2017). Fostering Innovation in the Public Sector. 

Paris: OECD Publishing. 



34 
 

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: 

How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the 

Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Osborne, S. P. (Ed.). (2010). The New Public Governance? 

Emerging Perspectives on the Theory and Practice of 

Public Governance. London: Routledge. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 

Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan 

Publik. 

Sinambela, L. P. (2019). Reformasi Pelayanan Publik. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Suwitri, S. (2019). Konsep Dasar Kebijakan Publik. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

United Nations. (2021). United Nations E-Government 

Survey 2021: Digital Government in the Decade of 

Action for Sustainable Development. New York: 

United Nations. 



35 
 

Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke 

Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan 

Publik. Jakarta: Bumi Aksara. 

Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan 

Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: 

Media Nusa Creative. 

 

 


